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ABSTRACT

Implementation of development isthe effort to achieve national goalsthat isfair and prosperous
society which is a constitutional mandate, every citizen has equal rightsin politics and guaranteed
by the Act. The reform era is marked by the collapse of the new order and dikubanya faucets
democracy for citizens of ethnic Chinese are no exception, making the reform era as the era of
democracy dalammberbagal aspects of life including the political field for ethnic Chinese during the
New Order has received discriminatory treatment. The focus of the problem in this study, are: (1).
How Tinghoa ethnic political behavior post-reform, (2). What is the process of behavior change
post-reform political and ethnic Chinese (3) What are the motivations of political behavior of ethnic
Chinese post-reform. The method used in this study is the method of content analysis.

The study data showed that: (1) political behavior of ethnic Chinese post-reform period is
divided into 3 general election, 1999 election first ethnic Chinese still seemed awkward and shy to
work directly in practical politics, much is aready preparing for the day of ethnic political parties
but only one party who escaped the PBI. Both the 2004 elections more than 200 people flung
themselves into the ethnic Chinese candidate, both for Parliament and Parliament. From all the
candidates are only a few people who managed to become a member of the House and about 30
people become members of parliament throughout Indonesia. All three of the 2009 election. political

participation of ethnic Chinese over increased both in quantity and quality.

PENDAHULUAN

Semenjak Reformasi iklim demokrasi secara
nasional telah membukaruang bagi wargaketurunan
Tionghoa untuk berpartisipasi di bidang politik,
walaupun terkesan pelan dan lambat.. Dengan
keterlibatan etnis Tionghoadi panggung politik nasiona
akan terjadi interaksi politik antara politisi etnis
TionghoaPribumi yang dapat menularkan etos dan
mentalitas orang Tionghoa kepada sesama politisi,
dimana prinsip dagang yang mengedepankan rasa
saling percaya dan efisiensi diharapkan dapat
membangun keterwakilan yang tulus, tidak semu
antararakyat dan wakilnyadi parlemen. Kebijakan
publikpun diharapkan berpihak padarakyat banyak.

MustofaLiem (2009) seorang dewan penasehat
jaringan Tionghoauntuk kesetaraaan mengemukakan
bahwa: “Politik kekuasaan atau kepartaian dengan
menjadi caleg, sehenarnyamerupakan lahan kecil sgja
bagi wargaTionghoa. Pernyataan Amin Rais (dalam
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Mustofa Liem:2009) mengemukakan bahwa
“sebenarnyaterlalu sempit jikaka angan etnisTinghoa
hanyabermain di wilayah politik kepartaiansgja’.

Tujuan dari perjuangan politik partai adalah
maraih posis atau kekuasaan lewat kurs legidatif atau
kursi nomor satu di negeri ini. Sedangkan wilayah
gerak politik kenegaraan mengatas kerjapolitik partai.
Politik kenegaraan bertujuan mengupayakan kebaikan
bersama semua warga negara tanpa kecuali.
Selanjutnyamenurut Mustofa Liem mengemukakan
bahwa ikut memilih/berpartisipas dalam Pemilu bagi
etnisTinghoamempunyai maknasegnifikan”. Seperti
diketahui ada perbedaan antar politik kenegaraan
mengatas kerjapolitik partai. Politik kenegaraan (State
politics) dan politik kenegaraan (state politics).
Keterlibatan aktif dalam politik kepartaian merupakan
realisas dari politik kekuasaan.

METODE PENELITIAN



Metode yang digunakan dalam peenlitian ini
adalah analisisisi. Alasan dipergunakannyametode
ini, adalah dengan pertimbangan bahwahasi| pendlitian
ini akan memperoleh suatu hasil atau pemahaman
terhadap berbagai isi pesan yang disampaikan oleh
mediamasamassaatau sumber informasi yanglain
secara obyektif dan sistematis. Menurut Kirlinger
(dalam Rahmat Kriyantono;2008:230)

Analisis is merupakan suatu metode untuk
memperlgjari dan manganalisis komunikasi secara
sistematik, obyektif, terhadap pesan yang tampak.
Terdapat tigaranah aplikasi penting, (1) analisis
terhadap rekaman verbal, (2) pemahaman kualitatif
yang dikumpulkan dalam bentuk jawaban atas
pertanyaan terbuka, respon verbal terhadap
tes maksudnyamemungkinkan peneliti memanfaatkan
daya yang dikumpulkan dengancara tidak terlalu
membatasi pokok bahasan dan dapat menguji
kesahihan datadengan berbagai tehnik yang berbeda.
(3) menyangkut proses komunikasi dimana isi
merupakan bagian integralnya. Berdasarkan
pernyataan tersebut, makapenelitianini pemahaman
kualitatif yang dikumpulkan dari berbagai dokumen
dalam literatur, hasil peneritian, makalah diskusi/
seminar dan browsing melalui internet sertamedia
lainnya seperti surat kabar (koran) maupun media
cetak lainnya. Dimana sumber yang dipergunakan
dalam penelitianini mempunyai relevans dan akuras
data dengan rumusan masal ah yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perilaku Politik EtnisTionghoa Pasca Refor mas

Erareformas telah berhasil membukkan pintu
yang sangat |ebar bagi etnis Tionghoadi Indonesia
untuk |ebih leluasa menyatakan identitas etnisnya.
Fenomena partisipasi politik di Kalimantan Barat,
seperti yang disampaikan oleh EkaHendry.Ar, sebagal
berikut :

" Etnis ini menyelenggarakan Imlek dan

berbagai perayaan lain dalam skala besar

yang secara menyolok memperagakan

" barongsay dan liong” . Lebihdari itu era

reformasi ini juga telah membukakan pintu

yang lebar bagi etnis Tionghoa untuk terjun
ke bidang Politik. Bersama Dayak, etnis

Tionghoa ini beraliansi mendirikan suatu
partai politik dan hasilnya adalah terpilihnya
beberapa politis Tonghoa sebagai anggota
DPRD, baik di tingkat Provinsi maupun
Kabupaten. Selain itu melalui bergaining
tingkat tinggi, etnis Tionghoa ini juga
berhasil menempatkan wakilnya dalam MPR
RI. Dan dengan memanfaatkan konflik
politik diantara Dayak dan Melayu di satu
pihak dan konflik politik internal dalam
Dayak itu sendiri. Pada akhir tahun 2003
Tionghoa ini juga berhasil menjadi bupati di
Sangau”

Gdliat itutidak terlepasdari kebijakan pemerintah
pascaReformasi yang |ebih memberikan ruang bagi
etnis Tionghoauntuk embali dapat menikmati hak13
hak mendasarnya sebagai warganegaralndonesia.
Menurut Prof.Dr. immly AsSiddiqi, bahwa:

" Orang-orang 'Cina’ peranakan yang
tinggal menetap turun menurun di Indonesia,
sejak masa reformasi sekarang ini, telah
berhasil memperjuangkan agar tidak lagi
disebut sebagai orang 'Cina’ melainkan
disebut sebagai orang Tionghoa” .

Disampingitu, karenaaasan hak azas manusia
dan sikap nondiskriminasi, sgjak masapemerintahan
B.J.Habibi, melalui instruksi presiden No. 26 tahun
1998 tentang penghemtian penggunaanistilah pribumi
dan non- pribumi, seluruh gparatur pemerintahantelah
puladiperintahkan untuk tidak lagi menggunakanigtilah
pribum dan non-pribumi untuk membedakan penduduk
keturunan ' Cina dengan negarea Indonesia pada
umumnya. Kaaupun adaperbedaan, maka perbedaan
uitu hanya ah menunjuk padaadanyakeragaman etnis
sgja, seperti etnis Jawa, Batak, Sunda, Arab, Manado,
Cina, danlain sebagainya. Karenaitu, status hukum
dan status sosiol ogis golongan keturunan’ Tionghoa
di tengah masyarakat Indonesiasudah tidak perlulagi
dipersoa kan.

Namun dalam prakteknya tidak serta merta
orang-orang Cinamengambil kesempatan tersebut,
untuk terjun keduniapolitik praktis.Berdasarkan hasil
penelitian TJLan (1998) setidaknyaterdapat 5 model
carapandang orang Cinakaitannyadengan partisipas
politik praktis, yaitu : (1) yang merasa perlu
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menonjolkan identitas etnis mereka dan
memperjuangkan hak mereka sebagai golongan ,
misalnya dengan mendirikan partai Tionghoa, (2)
merekayang tidak mau menjadikan etnis atau agama
sebagai basis gerakan, melainkan melalui flatform
persamaan hak, misalnyadengan mendirikan partai
Bhinneka Tunggal lka, (3) kelompok yang lebih
menyukai sebuah forum yang tujuan utamanyalebih
sebagal pressure group, (4) merekayang membentuk
paguyuban kelompok karena perasaan senasib
sepenangungan, misalnya dengan mendirikan
paguyuban sosa marga” Tionghoalndonesid’ dan (5)
mereka yang bergabung dalam partai politik yang
terbuka, seperti PDI-P, PAN dan lain sebagainya.
Perilaku politik etnis Tionghoadapat diklasifikasikan
dalam 3 periodeyaitu:

Pada Pemilu Tahun 1999
L ebih lanjut Beny mengemukakan sebagai berikut :

” Dalam Pemilu 1999, masyarakat Tionghoa
sudah tidak lagi bersikap skeptis dan
bingung dlaam memilih. Pada pemilu 1999
mayoritas etnis Tionghoa mempercayakan
aspirasi politiknya kepada Partai Demikrasi
Indonesia, PDI-Perjuangan, meskipun
sebenarnya pada pemilu tersebutsudah ada
partai yang berbasis Tionghoa sendiri, yakni
Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI)
yang dipimpin oleh Nurdin Purnomo” . Bukti
bahwa PBI tidak atau belum” mengakar” di
kalangan etnis Tionghoa adalah : PBI
ternyata hanya memperoleh 1 kursi di DPRD
Prop.Kalimantan Barat. Pilihan untuk
memilih PDIP karena ada kesadaran bahwa
mereka (etnis Tionghoa dan PDI_P) sama-
sama mengalami penindasan pada era Orde
Baru” .

Berkaitan denganintendtaspartisipas dit politik
etnis Tionghoa, Iskandar Yusuf, mengemukakan
sebagai berkikut :

“Intensitas partisipasi politik etnis Tionghoa
di Indonesia berbeda-beda dari waktu ke
waktu, bergantung pada situasi dan kondisi,
sikap pemerintah dan masyarakat. Sebelum
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perang Dunia ke-11, orientasi politik etnis
Tionghoa di zaman Hindia Belanda hanya
kepada negeri leluhur Tiongkok. Hal ini
terjadi, karena pada waktu itu, etnis
Tionghoa masih menganggap dirinya sebagai
penduduk sementara Hindia Belanda (Hwa
Chiao), Sementara pemerintah Hindia
Belanda menganggap meraka sebagai
Nederlandsch Onderdaan (Kaula Negara
Belanda), bnukan warga negara Belanda.
Jadi mereka adalah warga negara Tiongkok.
Karena mereka bangsa Tionghoa, maka
mereka menghimpun banyak dana untuk
membantu republik Tiongkok berperang
melawan Jepang. Setelah pemerintahan
Hindia Belanda takluk dan Jepang
menguasai menguasai Hindia Belanda,
banyak diantara mereka ditangkap dan
dipenjarakan oleh pemerintah penjajah

Jepang”

Perjalanan etnis Tionghoa dalam percaturan
politik di tanah air penuh dengan dinamika yang
memposisikan etnis tersebut alergi dengan kata
"politik”, namun sejak reformasi tepatnya setelah
Presden Rl dijabat oleh Abdurrahmnan Wahid dengan
berbagai kebijakan melontarkan gagasan perlunya
dibentuk Komite Rekonsilias Nasiond. Warganegara
Indonesiayang selamaini akibat politik represif Orde
Baruterpaksaterdampar dan bermukim di luar negeri
agar dapat diizinkan kembali ke Tanah Air dengan
memberikan paspor Rl yang baru. Demikianjugaia
mengusulkan agar Tap NO XXV/ MPRSY 1966 tentang
pelarangan PK| dan paham yang berbau Marxisme/
Leninismedicabut.

Sikap eksklisif, apatis dan isolatif masyarakat
etnik Tionghoadi bidang politik jugasecaraperlahan
mulai terkikis. EtnisTionghoamula merambah dunia
politik.

Padaawal reformas tampaknya sebagian besar
suaraetnis Tionghoatersebut diberikan kepada PDI-
Pdi bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri. PDI-
Pyang ketikaitu dianggap selain partai “ sandd jepit”
yang mewakili wong cilikjugapartai dternatif. Apa agi
di bawah pimpinan Megawati yang adalah puteri Bung
Karno, diharapkan dapat membawa aspirasi kedua
kelompok yang selamamasarezim Orde Baru secara
politisselau disisihkan. Bahkan di berbagai kantong
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etnisTionghoadi Jakarta perolehan suaraPDI-Pada
yang sampai 95%. Memang sebagian suaraadayang
diberikan kepada partai-partai lainnya, antaralain
partai yang “berbau Tionghoa’ -Partai Bhinneka
Tunggal Ika Indonesia (PBI) di bawah pimpinan
Nurdin Purnomo aliasWu Nengbin, PAN, PKB dan
Golkar. PBI berhasil meraih suarayang cukup berarti
di Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Barat.
Sementara di Jawa Tengah dan Yogyakarta PAN
berhasil mendapatkan sebagian suaraetnis Tionghoa
di samping PKB di JawaTimur.

Partispas dlit politik etnisTionghoasecaranyata
dan terbukadapat dilihat padaperilaku atau aktivitas
elit politik etnisini setelah tumbangnyaordebaru, yaitu
erareformas, dimanapadamasaini ditandai dengan
dibukanya kran demokrasi secara luas membawa
implikasi bagi warga negara etnis Tionghoa di
Indonesiauntuk berpartisipasi dalam bidang politik.

" Diawali padaPemilu 1999, dimanaperilaku elit
politik etnis Tionghoa pada saat ini terkesan agak
canggung” (Beny G Setiono). Sebenarnyaperilaku
elit politik etnisTionghoatelah mengalami beberapa
tahap.

Pada tahap sebelum pemilu, telah terbentuk
beberapa partai baru yang secara terbuka
menyatakan akan memperjaungkan aspiras
etnis Tionghoa. Partai-partai itu adalah
Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, Partai
Bhinneka Tunggal Ika, Partai Pembaharuan
Indonesia dan Partai Warga Baru Indonesia.
Berdirinya partai-partai baruini dihadapkan
pada kondisi obyektif masyarakat keturunan
Tionghoa yang masih mengambil jarak cukup
jauh dari politik praktis. Kemunculan partai-
partai yang membawa nama Tionghoa dinilai
hanya akan membawa kerugian secara
politik, dan dikhawatirkan memancing resksi
antipati di kalangan masyarakat luas
(Iskandar Yusuf : 2009).

Kondis obyektif menunjukkan sebagai besar
etnis Tionghoamasih alergi dengan bentuk-bentuk
partisipasi politik, akhirnya semua partai yang
bernuansa etnistersebut gagal.

Kemudian Presiden Wahid mengeluarkan Inpres
yang melikuidas sduruhlarangan perayaan/ritud adat-
istiadat/tradis, agamadan kepercayaan etnis Tionghoa

secaraterbukayang tel ah berlaku selamahampir 35
tahun. Demikian jugalaranganimpor/peredaran barang
cetakan ddam aksaraTionghoaturut dilikuidas. Tahun
BaruImlek dijadikan hari libur fakultatif. Sudah tentu
kebijakan ini mendapatkan sambutan gegap gempita
dari etnis Tionghoayang merasa selamaini menjadi
warganegarakelasdua(Arief Budiman dalam Justian
Duhandinata;2009:292). Selanjutnya Arief
mempertegasbahwa:

“ Sudah saatnya WNI keturunan Tionghoa
untuk menjadi aktivis atau tokoh politik yang
punya keberanian untuk mengkritik
pemimpin nasional, meskipun resikonya kaan
diperjara. “ Dengan melakukan hal itu akan
membuat warga keturunan Tionghoa
Indonesia menganggap diri mereka sebagai
orang Indonesia yang mempunyai hak sama
dan menanggung resiko sama seperti orang
Indonesia lainnya di seluruh Negeri, karena
Etnis Tinghoa selama ini difahami sebagai
masyarakat yang berpikiran bisnis dan jauh
dari ranah politik”.

Arief jugamenegaskan bahwaadasinyal yang
baik sehubungan dengan idu—komunitas Tionghoadi
Indonesi a, khsususnyasetel ah gerakan reformas, yang
dimulai beberpa tahun lalu. “ Sungguh melegakan
melihat bahwaKwik Kian Gieterlibat aktif delam partai
politik dantidak terjadi hal-hal yang tak mengenakkan
terhadap dirinya’

Bahkan padamasa kampanye pemilu tersebut,
untuk menarik simpati etnis Tionghoa, atraksi
barongsai dan liong yang resminyamasih dilarang
turut ditampilkan antaralain olen PAN, PDI-P, PKB
dan Partai Golkar. Menyambut Tahun Baru Imlek,
gpanduk-spanduk partai politik bertuliskan Kaimantan
Barat.

Sdamaini adapemikiran sebagian etnisTionghoa
bahwa untuk memperjuangkan aspirasinya, etnis
Tionghoatidak dapat menggantungkan diri kepada
partai-partai lain. Etnis Tionghoaharus mempunyai
partainyasendiri.

Menjelang Pemilu 1999, ada 3 parpol yang
didirikan oleh sekelompok etnis Tionghoa, yaitu Partai
Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI) di bawah
pimpinan Nurdin Purnomo- pengusaha Travel dan
KetuaYayasan Hakka-, Partai Reformasi Tionghoa
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Indonesia (PARTI) di bawah pimpinan Lieus
Sungkharisma - bendahara KNPI- dan Partai
Pembauran Indonesiadi bawah pimpinan Jusuf Hamka
-pengusaha HPH dan tokoh Bakom-PKB. Namun
Partai Pembauran Indonesia ternyata tidak
mendapatkan sambutan dan gugur sebelum
berkembang. PARTI gagal mengikuti seleks KPU dan
tidak turut berpartisipasi dalam Pemilu 1999. Hanya
PBI yang turut dalam Pemilu dan wakil dari
Kalimantan Barat, L.T. Susanto berhasil terpilih
menjadi satu-satunyaanggota DPR dari PBI.

Dari ketiga partai tersebut kita sudah dapat
membayangkan bahwa ternyata pandangan politik
etnis Tionghoatidak homogen. Etnis Tionghoayang
selama ini dipandang homogen ternyata sangat
heterogen. Etnis Tionghoa bukan hanyadipisahkan
oleh unsur “totok” dan“ peranakan”, tetapi jugaoleh
asal-usul di daratan Tiongkok (Hokkian, Hakka,
Kongfu dsbnya), dengan segalaciri danstigmanya.
Belum lagi dari segi agama, ada yang beragama
Khonghucu, Tao, Buddha, Kristen, Katolik bahkan
Idam. Adalagi pembagian TionghoaM edan, Tionghoa
Padang, Tiong- hoa Bangka, Tionghoa Pontianak,
TionghoaJawa, TionghoaM akassar, TionghoaM anado
dsbnya, jugadengan segalapredikat dan stigmanya.
Sebagian adayang berorientas ke daratan Tiongkok
dan ada yang ke Taiwan. Ada kelompok yang
prointegras dan adayang proasimilasi (kini dengan
baju pembauran). Adayang pro-Orde Baru dan militer
(para konglomerat dan pengusaha papan atas),
sebaliknya ada yang pro-reformasi yang pada
umumnyakel as menengah ke bawah.

Perpecahan yang timbul, ternyata bukan saja
terjadi di kalangan elite partai-partai politik nasional,
tetapi jugadi kalangan etnis Tionghoa. Setelah ada
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia
(PSMTI) di bawah pimpinan Brigjen (Pur) Tedy Jusuf
(Xiong Deyi) muncul Perhimpunan IndonesiaTionghoa
(INTT) di bawah pimpinan DrsEddie Lembong (Wang
Youshan). Demikian jugasekarang ini ada3 organisas
suku Hakka, masing-masing di bawah pimpinan Nurdin
Purnomo, Yang Kheling dan Oei Tek Sin (Teddy
Sugianto). PBI pecah masing-masing di bawah
pimpinan Nurdin Purnomo dan Frans Tsai/L.T.
Susanto. Seperti jugayang dialami bangsaini, akibat
kebijak an Presiden Soeharto ketika berkuasa, yang
menekan setigp tokoh yang dianggap potensid menjadi
pesaing dan membahayakan kedudukannya, di
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kaangan etnisTionghoaterjadi krigstokohyang handa
dan berintegritas, yang dapat mempersatukan seluruh
etnisTionghoa Sampai saat ini tidak seorangpuntokoh
Tionghoayang dapat diterimaoleh saluruh lapisan dan
golongan etnisTionghoasebagal calon pemimpinnya.

Satdahth 1999, iklim palitik etnis Tionghoauntuk
berpartisipasi dan berperilaku dalam politik lebih
kondusf.

Pada Pemilu Tahun 2004

Pemilu 2004 terjadi perubahan dalam sikap dan
pendirikan politik masyarakat Tionghoa. Merekadinila
cenderung skeptis terhadap trend multi partai dan
kemudian cenderung mimilih golput sebagai pilihan
politiknyd’

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh
Christin Susanna Thjin (seorang Peneliti
Cd9Y9), bahwa dalam pemilu 2004 dinamika
etnis Tionghoa semakin dinamis dan asertif,
walaupun sebagian masyarakat (terutama di
kalangan €lit politik) tampak masih nyaman
dengan stigma 2 % - 70% (baca 2% pemilih,
tapi menguasai 70% ekonomi dalam negeri).
Akibatnya partisipasi politik masyarakat
Tionghoa dinilai sebagai partisipasi
celengan. Disamping itu pada pemilu 2004
tidak ada satupun partai politik bernuansa
Tionghoa yang berhasil lolos verivikasi untuk
dapat mengikuti Pemilu dalam Eka Hendrik
Ar (2010)

Ddam Pemilu Legidatif tahun 2004 tidak satupun
partai politik berbasis Tionghoayang berhasil 1olos
seleks, baik di Dep. Kehakiman dan HAM maupun
KPU. Partai BhinnekaTunggal Ikalndonesia(PBI)
nya Frans Tsai tidak lolos seleksi Departemen
K ehakinan dan HAM dan PBI nyaNurdin Purnomo
tidak lolosseleksi KPU. Masih adasatu partai politik
lainnyayang dipimpin oleh seorang etnis Tionghoadan
juga mengandalkan dukungan dari kalangan etnis
Tionghoasendiri yaitu Partai Demokrasi Perjuangan
Rakyat (PDPR) pimpinan Handokoyang jugagagal
mengikuti pemilukarenatidak lolossdeks KPU. Tetgpi
dengan gesit dan lincahnyabeberapapemimpin parpol
tersebut segeraberimigrasi dan menjadi caleg (calon
legidatif) partai politik lainnya. Nurdin Purnomo
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menjadi caleg PNI Marhaenisdan Frans Tsal menjadi
caleg Partai Demokrat. Ironisnyakeduanyapun gagal
menjadi anggotaDPR (Benny.G Setiono).

Trend geliat partisipasi politik etnis Tionghoa
sebenarnya terus bergerak dinamis di beberapa
wilayah di Indonesia. Salah satunyaadalah fenomena
partisipasi politik etnisini di Makasar.

Dalam pemilu 2004, lebih dari dua ratus
orang etnis Tionghoa menerjunkan diri
menjadi caleg, baik untuk DPR maupun
DPRD. Namun pada umumnya mereka hanya
digunakan oleh berbagai partai politik
terutama partaipartai gurem untuk
menghimpun suara dan dana. Mereka hampir
semuanya ditempatkan di posisi nomor
sepatu. Para caleg Tionghoa ini kebanyakan
adalah para pengusaha golongan menengah
yang sangat naif dalam per soalan politik dan
belum siap untuk terjun ke kancah politik
praktis. Dari seluruh caleg tersebut hanya
beberapa orang saja yang berhasil menjadi
anggota DPR dan sekitar tigapuluh orang
menjadi anggota DPRD di seluruh Indonesia.
Kemana suara etnis Tionghoa disalurkan
pada Pemilu Legidlatis 2004. Pada umumnya
suara mereka disalurkan kepada PDS, Partai
Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKB,

dan PIB. (Beny G. Setiono; 2008)

Dr Muhammad Darwis, seorang sosiolog dari
UniversitasHasanudin bahwa:

”Minat dan kesadaran politik etnis Tionghoa

semakin tumbuh. Hal ini bisa menjadi
pembel gjaran yang baik bagi politisi lain untuk
memperbaiki Citra. lamencontohkan kasus di
Makasar, dimanaetnis Tionghoamulai turun ke
duniapoalitik, terutamamerekadari kalanganyang
mapan dari segi ekonomi”

Pendapat tersebut di atas diperkuat dengan hasil
penelitian Asdar tentang partisipas etnis Tinghoadi
Makasar, dalam disertasinyayang berjudul ” Keran
Reformasi Ubah Perilaku Politik Masyarakat Etnis
Tionghoa” sebagai berikut :

Di Makasar, masyar akat etnis Tionghoa tidak
ketinggalan melibatkan diri dalam ber politik.
Arwan Tjahyadi, menjadi pelopor dan satu-
satunya wakil masyarakat etnis Tionghoa
yang memberanikan diri maju pada Pemilu
1999 melalui Partai Kedilan dan Persatuan
Indonesia (PKPI) dan berhasil menjadi
anggota DPRD Kota Makasar. Langkah
Awan Tjahjadi tersebut telah membuka mata
etnis Tionghoa lainnya, sehingga pada
pemiluth 2004 ada 12 orang €lit politikk etnis
Tionghoa yang maju sebagai calon anggota
legidlatif (caleg) meskipun kemudian hanya
satu yang terpilih”

Dari beberapa temnuan data tersebut di atas
nampak jelas bahwa pemilu th 1999 merupakan
tonggak baru sebagai pintu pembuka bagi etnis
Tionghoauntuk menyal urkan aspirasinyadi bidang
politik, sekaligus merupakan keterlibatannyadalam
berperilaku di bidang politik

Pada Pemilu Tahun 2009

Pemilhan Umum (Pemilu) tahun 2009 merupakan
tonggak baru bagi etnis Tionghoadi Indonesia, bukan
hanya sebagai partisipan yang memainkan peran
sebagai pemilih sgja atau sekedar menjalankan
kewsjiban sebagal warganegara, melainkan besarnya
animo etnis Tionghoauntuk menduduki jabatan sebagal
caonlegidatif (caleg) atau berperan aktif ddam partai
politik. Fenomena ini menunjukkan semakin
meningkatnyakesadaran berpolitik dari warganegara
juga semakin adanya kesetaraan antara warga
Tionghoadengan masyarakat yang lain di negeri ini
Beny.G Setiono, mengemukakan bahwa:

“Etnis Tionghoa dapat berkiprah dalam
dunia politik untuk ikut menyumbangkan
tenaga dan pikirannya dalam membangun
bangsa dan negara dengan memasuki partai-
partai politik yang sesuai dengan pilihannya,
atau dengan mendirikan partai politik baru
bersama komponen bangsa lainnya yang
mempunyai visi dan misi yang sama, yang
mempunyai programatau platformyang jelas
dan kecenderungan etnis Tionghoa memilih
berpartisipasi dalam partai politik yang
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anggotanya bersifat multikulturalisme,
sehingga partai tersebut dapat tumbuh menjadi
besar dan berakar di masyarakat. Sekarang

ini
terbuka kesempatan bagi etnis Tionghoa
untuk  terjun di  dunia politik

danmencalonkan diri baik untuk menjadi
anggota DPR maupun DPD.”

Adabeberapaorang etnis Tionghoayang berhas|
menjadi anggota DPR, MPR dan DPRD. Di DPR
adaKwik Kian Gie (kemudian diganti kerenadiangkat
menjadi menteri) dan Ir TjiandraWijaya\Wong dari
PDI-B,AlvinLieLing Piao dari PAN, Ir Enggartiasto
Lukitadari Golkar dan LT Susantodari PBI. Di MPR
adaHartarti MurdayaPoo (Chow Lielng) dari Walubi
yang mewakili Utusan Golongan dan Daniel Budi
Setiawan yang menjadi wakil Utusan Daerah Jawa
Tengah dari PDI-P. Kemudian di level DPRD
Prop.Kalimantan Barat ada beberapaetnis Tionghoa
seperti : Ir.Adreas Acui Simanjaya, Setyawan
Liem,SH, Kenny Kumala(DPRD Kalbar), Michael
Yan (DPRD Kalbar), puncaknyaada ah pilgub Ka bar
dimana Christiandy Sanjayaberhasil meerbut kursi
Wakil Gubernur Kalimantan Barat mendampingi
Coendlis.

Perilaku/sikap keterbukaan elit politik etnis
Tionghoa maupun masyarakat etnis Tionghoa pada
umumnya semakin jelas pada perhelatan Pilkada
Sulawes Selatan, tepatnyadi Makasar padath 2007.
Selain menyalurkan hak pilih, beberapa diantara
merekajugamenjadi tim sukses salah satu kandidat,
aktif memantau Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta
menjadi petugas KPPSdan TPS.

Namun demikian, keterlibatan masyarakat etnis
Tionghoadadam palitik praktismeas hterbataspadafigur
muda, semestaraparasesepuh dan orang tuadari etnis
Tionghoaini mas hterkesan gpatisakibat traumayang
berkepanjangan dan perlakuan diskriminatif padamasa
pemerintahan Orde Baru. (Asdar, 2010).

Sehubungan dengan itu Eka Hendry.R,
mengemukakan bahwa:

" Berdasarkan pada fenomena pemilu
terakhir (1999 dan 2004) dan proses politik
ditingkat lokal di Kalimantan Barat (kalbar)
dalam pilkada. Berdasarkan momentum
ter sebut memper lihatkan bahwa geliat politik

Juliastutik: Perilaku Elit Politik Etnis Tionghoa Pasca Reformasi

etnis Tionghoa mulai tampak. Jika pada
pemilu 1999, komunitas Tionghoa terlihat
agak malu-lamu dan canggung untuk terjun
langsung ke dunia politik, maka

pada pemilu 2009 sudah menampakkan
perubahan perilaku yang signifikan di
bidang politik walaupun diakui terkesan
lambat ”

Pendapat tersebut di atas diperkuat oleh Lisa
Suroso, yang mengemukakan bahwa

"Pada pemilu 2004 dan Pilkada di
Kalimantan Barat (pada tahun 2007- 2008).
Di kalangan elit politik Indonesia (yang
didoinasi oleh non Tionghoa) pada Pemilu
2004 belum menganggap bahwa kalangan
etnis Tionghoa sebagai ” ancaman politik”
yang berarti, berbeda dengan pemilu th 20009.
Karena dalam pikiran sebagian besar elit
politik, Tionghoa masih identik dengan
kegiatan dan kepentingan ekonomi semata,
sehingga mereka dinilai apolitik”

R.Ferdian Andi.R :2009 dalam ”Bangkitnya
Kesadaran Politik Tionghoa” menjelaskan bahwa
Imlek th 2009 yang menurutnyacukup spesid, karena
lebih sewindu warga Tionghoa hidup bebas di
Indonesia, dengan dicabutnya Inpres no. 14/1967.
Imlek tahun 2009 bersamaan dengan tahun politik yaitu
pemilu 2009.

Menurutnyapartispas politik etnis Tinghoadapat
disgjikan sebagai berikut : Peran sertawarga Tionghoa
dalam pemilihan legidatif padaapril 2009 baik untuk
caleg di tingkat pusat, Tingkat | dan 1) terdapat 213
caleg Tionghoadari total caleg 11.000 yang tersebar
di 38 Proping seluruh Indonesia, bahkan di jalan-jaan
besar foto-foto caon anggotacaleg dari etnis Tionghoa
ini sudah akrab dengan publik.

Sehubungan dengan itu Benny.G.Detiono
megemukakan bahwa:

Jika pada pemilu 2004 partisipasi politik etnis
Tionghoa semakin dinamis dan asertif,
apalagi pemilu th 2009. Generasi muda etnis
Tionghoa mulai bergairah, percaya diri di
bidang politik muncul, pilihan harus dibuat
dan tindakan harus diambil untuk memaknai
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eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia. Partai
politik berlomba ” menjual” ke publik untuk
dapat meraih suara dari masyarakat etnis
Tionghoa ini. Sementara masyarakat etnis
Tionghoa lebih suka memilih partai politik
yang memiliki calon-calon dari multi-etnis.
Dengan masuk ke dunia politik secara aktif,
etnis Tionghoa sebagai bagian dari warga
negara dapat memberikan kontribusi ke
pada negara Indonesia.

Daniel Johan, menegaskan bahwa ” Pemilu
2009 menjadi kebangkitan etnis Tionghoa
dalam keterlibatannya di politik praktis.
Menurut dia saat ini ada sekitar 100 calon
legidlatif tingkat DPR RI dari etnis Tionghoa.
Kendati demikian ia berharap bahwa
kedepan politik simbol harus bergeser
menjadi  politik  substantif  yang
mengedepankan program dan visi misi untuk
rakyat Indonesia. Menurutnya saat ini masih
simbol, baik etnis maupun agama.
Kedepannya harus berubah menjadi politik
substantif yang mengedepankan program
kerja untuk rakyat” (dalam Adi Jaya, 2009)

Daniel berharap bahwa masyarakat Etnis
Tinghoa dapat memanfaatkan Pemilu 2009 sebagai
pintumasuk untuk regenrasi tulangg punggung politik
etnis Tionghoa. ” Setiap pribumi Tionghoa harus
menggunakan hak pilihnyadengan sebaik-baiknya,
karenamasa-masadiskriminas telah berakhir. Karena
naga-naga pribumi bersamaanak bangsayang lain
bisabersama-samamemberikan kontribus terbaiknya
untuk kesgjahteraan rakyat dan bangsa Indonesia
Pernyataan Daniel Johan ini tampaknyajugadiakui
oleh KetuaUmum Majelis Tinggi AgamaKhong Hu
Cu Indonesia (MATAKIN), Budi.S.
Tanuwibowo.sebagai berikut :

"Sejak dibukanya kran demokrasi melalui
reformas pertengahanth 1997 ldu, hanyawarga
etniaTionghoasgjayang barutampil ke panggung
politi untuk berpartisipas dalam politik praktis.
Mungkin soa kemampuan, memang belum. Ini
sayakiraprosesbiasasgja, Sayaoptimislambat
laun kualitasdan politis Etnis Tionghoabakal
meningkat seiring dengan prosesseleks alam

kuantitas masyarakat etnis Tionghoa di
Indonesia, hingga kini telah mencapai 8 —
10% dari total penduduk Indonesia. Angkaini
jelasmemiliki arti signifikansidalam turut serta
berpartisipas di bidang politik, khsusunyadaam
pemiluth

1009

Pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa
etnis Tionghoa sebaga bagian dari warga negara
Indonesiasecarahukum memiliki hak dan kewajiban
yang sama dengan warga negara lainnya, dengan
dibukanyakran demokras oleh pemimpin negaratelah
membukakan pintu demokrasi begi etnis Tionghoa
yang sddamapemerintahan Orde Baru telah mengal ami
diskriminasi yang cukup memprihatinkan. Dengan
dibukanya pintu demokrasi tersebut sekaligus
memberikan pel uang semaksima mungkin bagi etnis
Tionghoaini untuk melibatkan diri dalam percaturan
politik nesond.

Proses Perubahan Perilaku Elit Politik Etnis
Tionghoa Pasca Reformas

Perlakuan diskriminatif politik dan budayayang
diberlakukan pada masa pemerintahan Orde Baru
seperti adanyaperaturan ganti namayang diatur dalam
Keputusan Presidium Kabinet NO.127/U/Kep/12/
1966, Inpres N0.14/1967 yang mengatur perayaan
keagamaan/tradisi yang membatasi hanya di
lingkungan sendiri (bukan tempat umum), pengenalan
Surat Bukti Kewarganegaraan Republik
Indonesia(SKBRI), pemberian kode khusus pada
KTPR, belum lagi deraan berupatraumapolitik yang
diaami oleh etnisTionghoadi masaOrde Baru bahkan
di buat satu Badan Intelegen yang khusus bertugas
mengawasi Masalah Tionghoa, yaitu Badan
Koordinas Masalah Cina(BKMC), suatu penamaan
yang mengesankan bahwa kedatangan Tionghoadi
Indonesiamerupakan masaah.

Ha ini menimbulkan sikap eksklusif, apatisdan
isolatif bagi etnisTionghoadaam duniapolitik.
Pembahasan dan anali satentang perubahan perilaku
it politik etnis

Tionghoaini tidak dapat |epasdari partisipas €lit
politik etnisTionghoadi Indonesia

Sebetulnya partisipasi atau bentuk perilaku
keterlibatan etnis Tionghoada am bidang politik telah
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dijalankan jauh sebelum Indonesal merdeka, yaitu sgak
kedatangan L aksamana Cheng Ho di tanah Jawapada
tahun 1405. Sebelum sampai di Jawa Cheng Ho
terlebih dahulu singgah di Samudra Pasai menemui
Sultas Zaenal Abidin Bahian Syah untuk membuka
hubungan politik dan perdagangan, termasuk juga
penyebaran agamalslam di Jawa. Benny.G.Setiono
dalam bukunya” Tionghoa dalam Pusaran Politik”
mengemukakan bahwa ada pendapat yang
mengatakan bahwa beberapaorang walisongo adalah
dari etnis Tionghoa, diantaranya adalah Sunan
Ngampel yang nama aslinya Bong Swi Hoo alias
Raden Rachmat yang dari hasil perkawinannya
dikarunia puterayang diberi namaBong Ang yang
kemudian |ebih dikenal dengan Sunan Bonang, juga
Sunan Kali Jagaatau Raden Said 9namaadinyaGan
Si Cang, serta Raden Patah yang dikenal sebagai
Sultan Demak (Bintoro) pertamayang merupakan
kesultanan |dam pertamadi Jawasebenarnyaadalah
bernama asli Jin Bun anak dari Kung Ta Bu Mi
(Kertabumi) atau Prabu BrawijayaV, RgjaMgjapahit
terakhir yang menikah dengan putri Cina anak
pedagang Tionghoa

Partisipasi politik etnisTionghoa, secaranyata
sebenarnya dimulai sejak presiden pertama Ir.
Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia(PNI)
pada tahun 1926, walaupun saat itu partisipasinya
hanyasebaga pengamat sgja. Kemudian mengalami
perkembangan, dimanake ompok peranakan Tionghoa
mendukung | ndonesiamerdeka dengan membentuk
Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada tahun 1930.
K etikaordelamadigantikan dengan orde baru bentuk
partisipas etnisini sangat dibatas, yang akhirnyaetnis
ini [ebih dominan padakancah ekonomi, dan seakan
"tabu” untuk menggel uti duniapolitik sampai akhir
kebuntuan itu pecah pada 14 Mei 1998 ketika
kerusuhan melanda Jakarta.

Setelah orde baru runtuh dan digantikan dengan
erareformasi, tepatnyapada Pemilu 1999 membawa
fenomenabaru perilaku politik etnis Tionghoa Tahgpan
sebelum pemilu, terbentuk beberapapartai baruyang
secaraterbuka menyatakan akan memperjuangkan
agpiras etnisTionghoa. Setelah 1999, iklim politik bagi
etnisTionghoadaam palitik lebih kondusif, berlanjut
padapemilu 2004 yang manaketikapemilu Legidatif,
setidaknyalebih dari 100 calonlegidétif etnisTionghoa
tersebar di beberapa partai politik (Revli
Mandagie:2009)

Juliastutik: Perilaku Elit Politik Etnis Tionghoa Pasca Reformasi

Partai-partai politik yang secaraprimordial dan
menggantungkan diri kepada basis Tionghoa pasti
mengaami kegagaan. PARTI padapemilu 1999justru
tidak mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemiluth 1999,
Pada Pemilu tersebut hanyaPBI yang berhasil lolos
seleksi, namun hanya memperoleh sebuah kursi si
parlemen untuk wilayah Kalimantan Barat
(L.T.Susanto). Dalam pemilu 1999 suara etnis
Tionghoa pada umumnyadisalurkan kepada PDIP,
PKB, PAN dan Partai Golkar. PadaPemilu 2004 tidak
satupun partai politik yang bernuansa Tionghoa
berhasi| lolosseleks danikut dalam Pemilu.

EtnisTionghoameaui Perhimpunan INTI yang
secaraperiodik mengadakan diskus dan seminar politik
dengan berbagal themadan narasumber dalam upaya
meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik para
anggotadan simpatisannya. Hasilnyamenunjukkan
kemajuan yang signifikan (Benny:2008). Kal au pada
awanyapesertadiskusi dan seminar hanyasedikit,
namun sekarang setiagp event diikuti oleh ratusan orang
secaratekun dan aktif. Padahal Perhimpunan INTI
bukanlah sebuah organisasi Politik praktis dan
mel arang pengurusnyamenjadi pengurus partai politik
apapun. Perhimpunan INTI tidak mengikatkan diri
pada kekuatan politik apapaun dan berusaha untuk
selalu independen. Dalam menghadapi pemilu ,
Perhimpunan INTI menganjurkan paraanggotadan
simpati sannya untuk menggunakan hati nurani dan
pengetahuan politiknyauntuk menentukan pilihannya.

Dalam pemilulegidatif 2004 tidak sebuahpun
parpol berbasis Tionghoaberhasil olos seleks, baik
Departemen Kehakiman & HAM maupun KPU. PBI
nya Frans Tsal tidak lolos seleksi Departemen
Kehakiman & HAM, sedangkan PBI nya Nurdin
Purnomotidak lolosseleks KPU. Masihada 1 pasrtai
politik lainnya yang dipimpin oleh seorang etnis
Tionghoa dan juga mengandalkan dukungan dai
kalangan etnis Tinghoa yaitu Partai Demorasi
Perjuanagn Rakyat (PDPR) pimpinan Handoko yang
jugagaga mengikuti pemilukarenatidak |olosseleks
KPU. Tetapi dengan gesit dan lincahnya beberapa
peminpin parpol tersebut segerabermigras dan menjadi
calegtartai politik lainnya, seperti Nurdin Purnomo
menjadi caleg PNI Marhaenisdan Frans Tsai menjadi
caleg Partai Demokrat. Ironisnyakeduanyapun gaga
menjadi anggotaDPR.

Demikian jugadalam pemilihan anggotaDPD,
tidak seorangpun wakil dari kalangan etnis Tionghoa
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yang berhadil terpilih menjadi anggota DPD. Ini
membuktikan bahwamemancing di kolam sendiri atau
mengandalkan dukungan hanya kepada golongan
tertentu sgja, pasti akan mengalami kegagal an.

Menghadapi Pemilu Presiden atau Wakil
Presiden, etnis Tionghoaseperti jugakomponen bangsa
lainnya merasa kebingungan dalam menentukan
pilihannya. Pada umumnya mereka merasa bahwa
tidak ada sebuah pasangan punyang cocok dan dapat
mewakili asperasinya. Menurut mereka apa yang
dijanjikan padamasakampanye hanya ahjanji belaka.
Memang ada sekelompok orang Tionghoa yang
bertujuan menjadi kroni parapengusahayang akan
datang dengan secaraaktif tenjun menjadi tim sukses
paracapres/cawapres, tetapi merekahanyaminoritas
dantidak dapat mewakili kesaluruhan etnis Tionghoa
Yang pada akhirnya kalau tidak golput yang tidak
menggunakan hak pilihnyadengan benar daam pemilu
pada umumnya mereka memilih Susilo Bambang
Yudhoyono yang dianggapnyadapat membawaangin
baru dan segar di Indonesia(Benny:2008).

Dalam memahami partisipasi politik etnis
Tionghoa, tidak dapat dipungkiri tentang keberadaan
etnisini sebagal " patron” bagi pengusahadi Indonesia.
Studi Sidel san Abinales bisa dapat dipakai untuk
memahami patronase politik si berbagai negara
berkembang, termasuk di Indonesia, seperti hipotesis
yang bisadiketengahkan, sebagai berikut :

Pertama, demokras s Indonesiadituduhterlalu
gagal karenamasih terlalu prosedural. Di dalamnya,
kualitas belum menjadi determinan utama karena
digeser oleh pengaruh uang dan jaringan patronase.
Betul bahwa uang adalah salah satu sumber daya
penting dalam politik seperti tesis Schumpeter (1957).
Namun, ketikademokrasi berubah menjadi pasar, ia
tidak lagi menjadi sistem yang ” adil” untuk semua,
tetgpi hanya” adil” bagi merekayang bermoda. Daam
konteksinilah, politik dengan mudah dilahap oleh kaum
kapitalis. Eksistens kaum kapitalisdalam demokrasi
yang maha menjadi semakinkrusa dansentrd. Ketika
elite partal membangun piramidapolitik berdasarkan
kekuatan modal. Maka, jangan pernah bermimpi
menjadi calonlegidatif, gubernur, atau bupeti/wali kota
kalau tidak mampu membayar partai miliaran rupiah.
Bahkan, kalau kitaperhatikan, banyak partai politik
sudah diketuai oleh pengusaha, selainitu tidak dapat
dipungkiri bahwabanyak paramenteri dari kalangan
pengusaha.

Perubahan perilaku elit politik Etnis Tionghoa
maupun masyarakat etnis Tionghoa secara umum
diakibatkan oleh adanyaarusdemokratisas pascaOrde
Baruyang mendorong motivas etnisTionghoauntuk
aktif dalam duniapolitik, termasuk motivasi untuk
penguatan duniabisnisetnis Tionghoadi Indonesia
sekaligus motivasi harmonis dengan masyarakat
lainnyapadaumumnya.

Motivas Partisipas ethisTinghoa dalam politik
praktis

EraReformas yang ditandai dengantumbangnya
pemerintahan orde baru, iklim demokrasi secara
nasional telah membukaruang bagi wargaketurunan
Tionghoa untuk berpartisipasi di bidang politik,
walaupun terkesan pelan dan lambat. Padaumumnya
merekayang terlibat sebagai politisi adalah mereka
yang mapan dari sisi ekonomi, sehingga orientasi
merekadi kancah politik bukan untuk mencari sumber
ekonomi, melainkanlebih padaeksistend, pengabdian
dan pelayanan. Berbedadengan orientas parapolitis
pada umumnya yang tidak lebih mengegjar akses
ekonomi, kekuasaan sertafadlitasyang dibiaya dengah
kas negara atau daerah. Dengan keterlibatan etnis
Tionghoadi panggung politik nasional akan terjadi
interaks politik antarapalitis etnis Tionghoa-Pribumi
yang dapat menularkan etos dan mentalitas orang
Tionghoa kepada sesama politisi, dimana prinsip
dagang yang mengedepankan rasasaling percayadan
efisens diharapkan dapat membangun keterwakilan
yang tulus, tidak semu antararakyat dan wakilnyadi
parlemen. K ebijakan publikpun diharapkan berpihak
padarakyat banyak

Menurut Dr. Muhammad Darwis (dalam Lisa
Suroso:2008) seorang sosiolog dari Univ. Hasanudin
mengemukakan bahwa: “Ada yang menarik dari
fenomenaturunnyaetnis Tionghoakeduniapolitik yaitu
orientas merekadi kancah politik bukan untuk mencari
sumber ekonomi, tetapi lebih pada eksistensi dan
pengabdian serta pelayanan”. Eksistensi yang
dimaksudkan adalah berkaitan dengan status
kewarganegaraan, yang pada hakekatnya etnis
Tionghoaini terlibat dalam politik praktisaddah semata
menunjukkan bahwaetnis Tionghoaini adaah bagian
dari warganegaralndonesiayang memiliki hak dan
kesempatan yang sama untuk membela negara
Indonesia baik dari ancaman dalam negeri sendiri
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maupun ancaman dari luar. Padaintinyaetnis Tionghoa
siap bersama warga negara pada umumnya untuk
membelanegarakesatuan Republik Indonesia.

Mary Sommers Heidhues, mengemukakan
bahwaadasatu fenomenamenarik yang perlu dicacat
bahwa" kecenderungan dari komunitasetnis Tionghoa
adalah tidak mudah disatukan. Hal ini terjadi karena
beberapa faktor seperti politik separasi oleh kaum
kolonid (yang membedakan merekadengan pribumu),
ketertarikannya dengan Tiongkok dan pengalaman
historis mereka di Indonesia. Berikut Pernyataan
kutipan Mary Sommers Heidhues, didorong oleh
pemerintah kolonial untuk berfikir bahwa mereka
terpisah dari mayoritasorang Indonesia, didorong oleh
Pemerintah Tiongkok, dan dipengaruhi secarahistoris
oleh pengalaman yang berlainan, pada akhirnya
komunitas-komunitas Tionghoadi Indonesiatidak
pernah bisabersatu”. Kecenderungan ini kemudian
terbawa dalam konteks politik, sehingga mereka
“sukar” untuk bersatu dalam satu pilihan yang sama
untuk semua.

Sehubungan dengan aktivitasberpalitik dit politik
etnisTionghoapascareformasi yang akhir-akhir ini
menunjukkan geliat trend semakin meningkat secara
kualitas maupun kuantitas, Hendry Eka (2010)
mengemukakan bahwa : Motivas etnis Tionghoa
berpartisipas dalam duniapalitik, tidak sematauntuk
merebut kekuasaan, akan tetapi lebih kepadakeinginan
agar bagaimanaaspirasi etnistersebut yang selama
ini “dikebiri”, dapat kembali mereka peroleh.
Selanjutnya ia mengemukakan bahwa ada yang
berpendapat bahwa trend partisipasi politik etnis
Tionghoa pada politik, tidak dimaksudkan untuk
merebut kekuasaan, seperti yang merekalakukan pada
bidang ekonomi, akan tetapi |ebih kepadakehendak
keterwakilan dalam pemerintahan atau kekuasaan,
agar merekadapat menyal urkan aspiras merekadan
tidak dianggap lagi sebagi kelompok masyarakat
kelas dua (the second class).

Hendry mempertegas pernyataannya bahwa
“Meskipunini tidak berlakutetap, karenaddam politik
omong kosong kalau orang tidak cenderung menjadi
ingin berkuasa dan menguasai”. Dalam konteks
Kaimantan Barat partispas politik etnisTionghoajuga
ditentukan oleh hubungan patron-client, mereka
dengan militer. Sebagaimana yang sudah umum
diketahui bahwa dengan kekuatan ekonomi yang
dimiliki oleh etnis Tionghoa (hampir 70%) etnis
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Tionghoaini dengan mudah memiliki koneks dengan
fihak keamanan. Koneks ini merupakan bentuk
hubungan “Mualisme Simbiosis’, dimana etnis
Tionghoamembutuhkan jaminan keamanan (backing),
sementara dari kalanganonum keamanan, koneksi
tersebut menjadi “ladang pendapatan sampingan” yang
cukup menggiurkan karenanilainyajauh lebihtinggi
dibandingkan dengan pendapatan pokoknya. Jadi
sepanjang adajaminan dari parapetinggi keamanan
bahwaka au merek terlibat dalam politik dan kemudian
merekamemenangkan prosespolitik (seperti Filkada),
maka mereka akan terlibat dalam proses politik
tersebut, dan secaramaks ma akan menggalang semua
dukungan secaramaksimal. Tinggal kearifan etnis
Tionghoaini sgjagpakahingin berkuasadan menguasai
atau hanya sekedar hidup damai dan menyenangkan
dengan komunitas lain dalam keragaman, Etnis
Tionghoajelas cukup memiliki “kemampuan” jika
mereka sungguh-sungguh ingin merebut kekuasaan
politik. Setidaknya karena etnis ini menguasai
perekonomian di Indonesiadan merekajugaselama

ini memiliki “koneks” yang karib dengan kekuasaan.
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan fokus masalah yang telah
ditetapkan dan berdasarkan hasil data sertaanalisa
datadapat dis mpulkan sebagai berikut :

Partisipasi Elit Politik Etnis Tionghoa Pasca
Reformasi , terbagi, dalam 3 periode pemilu,
yaitu:

» Pertama: PadaPemilu 1999. Perilaku Etnis
Tionghoaini masih terkesan canggung dan
malu-mau untuk terjunlangsung dalam politik
praktis.

» Kedua: Padapemilu 2004 Perilaku Politik
Etnis Tionghoamulai menampakkan geliat
yang cukup meningkat secara kuantitas.
Terdapat |ebih dari 200 orang etnis Tionghoa
menjadi caleg, baik untuk DPR maupun
DPRD. Dari seluruh caleg tersebut hanya
beberapa orang sagjayang berhasil menjadi
anggota DPR dan sekitar 30 orang menjadi
anggotaDPRD di seluruh Indonesia.



» Ketiga Pada Pemilu 2009. Perilaku politik
etnis Tinghoa lebih meningkat baik secara
kuantitas maupun kualitasnya. Dalam
pemilihan legidatif padaapril 2009 baik untuk
caegdi tingkat pusat, Tingkat | dan 11 terdapat
213 caleg Tionghoadari total caleg 11.000
yang tersebar di 38 Proping seluruhIndonesia,

Proses Perubahan Perilaku elit politik Etnis
Tionghoa Pasca Reformasi

Perilaku diskriminatif dari mpemerintahan Orde
Baru selama kurun waktu yang relatif panjang 32
tahun, telah menjadikan perilaku elit politik etnis
Tionghoalebih bersikap eksklusif, apatisdanisol atif.
Dengan dengan kebijakan Pemerintahan presiden
Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) yang telah
melikuidasi kebijakannya sekaligus menghapus
diskriminasi terhadap kebudayaan etnis Tionghoa,
menjadikan kran demokrasi di Indonesai untuk etnis
Tionghoa ini semakin terbuka lebar. Yang pada
gilirannyamembawaperubahan yang cukup signifikan
bagi keterlibatan etnis Tionghoa di bidang politik
praktis, dari kondis masyarakat yang malu-malu, tetapi
tetap mau terlibat, yang padaakhirnyaditunjukkan
dengan skap dan perilaku yang terbukadi bidang politik
dan cukup signifikan peningkatannya baik secara
kuantitasmaupun kualitas.

Perubahan perilaku politik ini telah mendorong
moativas etnis Tionghoauntuk terjunlangsung dan aktif
di bidang palitik, termasuk motivas untuk penguatan
duniabisnisdan hidup harmonis dengan masyarakat
lainnya

Motivas Partisipasi Politik Elit EtnisTionghoa
Pasca Refor masi

Padaumumnyasélit politik etnis Tionghoayang
terlibat sebagai politis adalah merekayang mapan dari
sisi ekonomi, sehingga orientasi mereka di kancah
politik bukan untuk mencari sumber ekonomi. Adapun
motivas perilaku dlit Politik etnisTionghoaini terjun
kepolitik praktisadalah:

(a). eksistensl, pengabdian dan pelayanan

(b). kehendak keterwakilan dalam pemerintahan

agar dapat menyal urkan aspirasinyadan tidak

dianggap lagi sebagi kelompok masyarakat
kelas dua (the second class).

(c). Sebagai penguat duniabisnis

(d). Menghapuskan diskriminasi dalam degala
bidang baik palitik, ekonomi, sosial maupun
budaya, sehingga tercipta keharmonisan
dalam berbangsa dan bernegara.

(e) Mengharapkan hidup harmonis dengan
masyarakat lainnyadalamwilayah Kesatuan
Republik Indonesa
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